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Abstract 
 

Priority of Infrastructure Performance Assessment Components in Water Security Efforts: Water Barn 

Study Approach in Pati Regency. The availability and ease of access to clean water for the entire 

community is very important as one of the goals of sustainable development. Pati Regency, which is part of 

the coastal area of Java Island, relies on clean water sources from deep wells and water barns. The existence 

of water barns, which should increase the availability and ease of access to clean water, is not optimal 

because the physical condition of the water barns is not supportive. This study aims to determine the level 

of priority in improving water barns in Pati Regency using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. 

The indicators used as the basis for the assessment are the fulfillment of community needs, usefulness, 

physical condition of the water barn, completeness of supporting infrastructure and the availability of 

management institutions. As a result of this study, using a sample of 16 water barns located in Pati Regency, 

from the 6 indicators that are the basis for the assessment, the priority of handling water barns is the 

fulfillment of clean water needs with a priority level of 43.4%, followed by physical infrastructure conditions 

with a priority level of 30.7% and supporting infrastructure conditions with a level of 10.4%. The other 

three indicators, personnel organization (7.1%), availability of documentation (4.8%) and the role of P3AB 

(3.6%) have priorities that can be categorized as minor. 
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Abstrak 
 

Ketersediaan dan kemudahan akses air bersih bagi seluruh masyarakat menjadi sangat penting sebagai salah 

satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Pati yang termasuk dalam bagian kawasan pesisir Pulau 

Jawa mengandalkan sumber air bersih dari sumur dalam dan lumbung air. Keberadaan lumbung air yang 

seharusnya meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses air bersih, menjadi tidak optimal karena 

kondisi fisik lumbung air yang tidak mendukung. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat 

keutamaan dalam perbaikan lumbung air di Kabupaten Pati dengan menggunakan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Indikator yang digunakan sebagai dasar melakukan penilaian adalah pemenuhan 

kebutuhan masyarakat, kebermanfaatan, kondisi fisik lumbung air, kelengkapan infrastruktur pendukung 

dan ketersediaan kelembagaan pengelola. Sebagai hasil dari penelitian ini, dengan menggunakan sampel 16 

lumbung air yang terletak di Kabupaten Pati, dari 6 indikator yang menjadi dasar penilaian, keutamaan 

penanganan pada lumbung air adalah pemenuhan kebutuhan air bersih dengan tingkat keutamaan 43,4%, 

diikuti oleh kondisi prasarana fisik dengan tingkat keutamaan 30,7% dan kondisi prasarana pendukung 
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dengan tingkat ketamaan 10,4%. Ketiga indikator lainnya, organisasi personalia (7,1%), ketersediaan 

dokumentasi (4,8%) dan peran serta P3AB (3,6%) memiliki keutamaan yang dapat dikategorikan minor. 

 

Kata kunci: lumbung air, Kabupaten Pati, AHP, rehabilitasi, keberlanjutan 
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PENDAHULUAN  

Ketahanan air, yang merupakan kemampuan suatu 

kawasan dalam mengelola ketersediaan dan akses air 

secara berkelanjutan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan hidupnya, menjadi salah satu tujuan di dalam 

pembangunan berkelanjutan (Falkenmark & Rockström, 

2006). Pada tujuan pembangunan berkelanjutan nomor 6, 

air bersih dan sanitasi yang layak, akan sangat berkaitan 

dengan ketersediaan Infrastruktur pendukungnya (Ehsan 

et al., 2024). Air bersih merupakan kebutuhan pokok 

makhluk hidup, baik di sektor domestik (kebutuhan air 

rumah tangga) maupun di sektor lainnya seperti 

pertanian, perikanan dan industri (Guppy et al., 2018). Di 

Indonesia, pada kawasan pesisir seperti Kabupaten Pati 

merupakan daerah yang secara rutin mengalami 

kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim 

penghujan (Adi, 2014). Keterbatasan ketersediaan 

sumber air bersih semakin meningkat sebagai dampak 

dari perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya air 

yang tidak optimal (Nurrohmah & Nurjani, 2017). 

Kondisi kekeringan ekstrem terjadi di Kecamatan 

Pucakwangi, Jaken, Jakenan dan Tambakromo. Kondisi 

geografis Kabupaten Pati yang berbatasan dengan pantai 

utara Laut Jawa, menjadikan Kabupaten Pati lebih rentan 

terhadap kekeringan terutama pada musim kemarau 

(Sumastuti & Pradono, 2016). 

Di dalam pemenuhan kebutuhan air baku 

domestik dan air irigasi, Kabupaten Pati mengandalkan 

air dari infrastruktur lumbung air dan embung 

(Kristiyanto et al., 2021). Sebagai pembeda lumbung air 

dan embung, lumbung air tidak hanya berfungsi sebagai 

tempat menampung air, melainkan sebagai penyokong 

kebutuhan air masyarakat sepanjang tahun (Adrianto, 

2017). Berdasarkan data aset BBWS Pemali Juana, untuk 

menjawab permasalahan mengenai ketahanan air dan 

pemenuhan kebutuhan air di Kabupaten Pati, sampai 

dengan saat ini di kabupaten Pati telah terkonstruksi 16 

lumbung air. Adapun kondisi ke-16 lumbung air tersebut 

tidak semuanya berfungsi optimal, sehingga nilai manfaat 

dari keberadaan lumbung air ini menjadi tidak tampak 

secara signifikan. Penurunan kinerja dan kondisi fisik 

lumbung air menyebabkan krisis air pada kawasan 

tersebut yang mengakibatkan pemenuhan kebutuhan air 

untuk seluruh warga menjadi terganggu (Biswas, 2004). 

Tabel berikut menunjukkan koordinat lokasi dan nama 

lumbung air yang ada di Kabupaten Pati berdasarkan data 

aset yang dimiliki oleh BBWS Pemali Juana. 

Tabel 1. Lumbung air di Kabupaten Pati (BBWS Pemali 

Juana, 2024) 

Nama Lumbung Air 
Koordinat 

Lintang Bujur 

LA Boto -6,819646 111,197929 

LA Bulu Mulyo -6,732984 111,204538 

LA Kemangi Sido Mukti -6,788336 111,189798 

LA Kuniran -6,744245 111,230522 

LA Lengkong -6,707031 111,214657 

LA Mantingan -6,776899 111,138495 

LA Ngening -6,727762 111,180735 

LA Raci -6,713388 111,183269 

LA Ketitang -6,713388 111,183269 

LA Ropoh -6,784804 111,196361 

LA Sokopuluhan -6,805842 111,175356 

LA Tambah Mulyo 1 -6,772329 111,116648 

LA Tambah Mulyo 2 -6,818344 111,056633 

LA Bumimulyo 1 -6,711144 111,205575 

LA Bumimulyo 2 -6,707078 111,214653 

LA Wonorejo -6,691228 111,028208 

 

Sebaran lumbung air yang ada di Kabupaten Pati 

disajikan pada Gambar 1 berikut. 

 

 
Gambar 1. Peta sebaran lumbung air Kabupaten Pati 
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Kondisi ke-16 lumbung air tersebut tidak 

semuanya dalam kondisi baik. Kegiatan monitoring telah 

dilakukan secara rutin oleh BBWS Pemali Juana sebagai 

pemilik aset untuk mengidentifikasi keperluan 

penanganan pada masing-masing lumbung air tersebut. 

Monitoring dan inventarisasi yang dilakukan 

menghasilkan hasil penilaian kinerja dan rekomendasi 

penanganan pada masing-masing lumbung air di 

Kabupaten Pati berdasarkan Permen PUPR No 12 Tahun 

2015, komponen yang ditinjau adalah sebagai berikut.  

 

Tabel 2. Komponen penilaian kinerja lumbung air 

Nomor Komponen penilaian 
Bobot nilai 

komponen (%) 

1 Prasarana fisik 45 

2 Pemenuhan kebutuhan 

air bersih 

15 

3 Prasarana pendukung 10 

4 Organisasi personalia 10 

5 Dokumentasi  5 

6 P3AB 15 

 

Sebagai hasil dari kegiatan monitoring dan 

evaluasi yang telah dilakukan oleh BBWS Pemali Juana, 

kondisi dan rekomendasi penanganan masing-masing 

lumbung air di Kabupaten Pati adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Kondisi dan rekomendasi penanganan lumbung 

air 

Nama Lumbung 

Air 

Kondisi Rekomendasi 

Penanganan 

LA Boto Rusak berat Rehabilitasi 

LA Bulu Mulyo Rusak 

sedang 

Pemeliharaan 

berkala 

LA Kemangi 

Sido Mukti 

Rusak 

sedang 

Pemeliharaan 

berkala 

LA Kuniran Rusak berat Rehabilitasi 

LA Lengkong Rusak berat Rehabilitasi 

LA Mantingan Rusak 

sedang 

Pemeliharaan 

berkala 

LA Ngening Tidak 

berfungsi 

Rehabilitasi 

LA Raci Tidak 

berfungsi 

Rehabilitasi 

LA Ketitang Tidak 

berfungsi 

Rehabilitasi 

LA Ropoh Rusak berat Rehabilitasi 

LA Sokopuluhan Rusak berat Rehabilitasi 

LA Tambah 

Mulyo 1 

Rusak 

sedang 

Pemeliharaan 

berkala 

LA Tambah 

Mulyo 2 

Rusak berat Rehabilitasi 

LA Bumimulyo 1 Tidak 

berfungsi 

Rehabilitasi 

LA Bumimulyo 2 Rusak 

sedang 

Pemeliharaan 

berkala 

Nama Lumbung 

Air 

Kondisi Rekomendasi 

Penanganan 

LA Wonorejo Rusak 

sedang 

Pemeliharaan 

berkala 

 

Penentuan keutamaan penanganan/kegiatan 

rehabilitasi berdasarkan hasil selama ini hanya berfokus 

pada kondisi fisik/ketersediaan infrastrukturnya 

(Krisdhianto & Sembiring, 2016). Proporsi keutamaan 

komponen penilaian kinerja berdasarkan Permen PUPR 

No 12 tahun 2015 perlu diujikan kembali apakah sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat pengguna air. Pendekatan 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP) di dalam 

menentukan prioritas penanganan infrastruktur air, dalam 

hal ini adalah lumbung air, dapat digunakan (Hämmerling 

et al., 2021). Ketidaksesuaian penentuan prioritas 

penanganan yang dilakukan, dapat berdampak pada 

kegagalan fungsi infrastruktur air, yang menunjukkan 

pengelolaan sumber daya air yang tidak optimal 

(Thungngern et al., 2015). Kondisi hasil penilaian kinerja 

sangat berkaitan erat dengan rekomendasi penanganan 

yang akan dilakukan. Ketidaksesuaian hasil penilaian 

kinerja akan menghasilkan pengambilan keputusan yang 

tidak tepat. Perlu dilakukan peninjauan kembali prioritas 

penilaian masing-masing komponen dalam lumbung air, 

sehingga pengambilan keputusan penanganan perbaikan 

dapat dilakukan dengan tepat dan memberi dampak 

positif yang massif.   

 

METODE PENELITIAN 

Penentuan prioritas penanganan dilakukan dengan 

menggunakan Analytical Hierarcy Process (AHP). 

Metode AHP memiliki kelebihan dibandingkan metode 

lainnya dalam menentukan prioritas pada kondisi 

multivariate (kriteria jamak) secara terstruktur berbasis 

data kuantitatif dan kualitatif (Saaty & Kearns, 1985). 

Kondisi ini sesuai dengan tujuan dan data pada penelitian 

ini yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. 

 

Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

dengan melakukan survei observasi langsung ke masing-

masing lumbung air di Kabupaten Pati, wawancara 

dengan operator dan masyarakat sekitar, serta wawancara 

dengan pihak pengelola yang diwakili oleh BBWS 

Pemali Juana. Adapun acuan dalam pelaksanaan 

wawancara adalah hal-hal yang berpotensi berkaitan 

dengan 6 kriteria penilaian sesuai dengan Permen PUPR 

No. 12 tahun 2015. Pada gambar berikut menunjukkan 

dokumentasi observasi kondisi pada Lumbung Air Boto 

(Gambar 2), Lumbung Air Bulumulyo (Gambar 3), 

Lumbung Air Kemangi Sidomukti (Gambar 4) dan 

Lumbung Air Ngening (Gambar 5). 
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Gambar 2. Lumbung Air Boto 

 

 
Gambar 3. Lumbung Air Bulumulyo 

 

 
Gambar 4. Lumbung Air Kemangi Sidomukti 

 

 
Gambar 5. Lumbung Air Ngening 

 

Data sekunder yang digunakan dalam analisis ini 

adalah gambar kerja kondisi terbangun (As-built 

drawing) yang diperoleh dari BBWS Pemali Juana, 

sebagai dasar melakukan penilaian fisik lumbung air. 

Selain as built drawing, hasil penilaian yang dilakukan 

oleh BBWS juga digunakan sebagai pembanding 

terhadap penilaian kinerja yang dilakukan di dalam 

penelitian ini. 

 

Analisis Data 

Selanjutnya data yang telah diperoleh di dalam 

penelitian ini dianalisis lebih lanjut menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan Analytical Hierarchy 

Process (AHP) untuk menentukan prioritas rehabilitasi 

lumbung air di Kabupaten Pati. Proses penelitian meliputi 

langkah-langkah berikut: 

- Penyusunan Hierarki 

Struktur hierarki dirancang dengan 3 tingkat, 

yaitu: (1) Penentuan prioritas rehabilitasi lumbung 

air; (2) Penentuan kriteria penilaian kinerja 

lumbung air, mengacu pada Permen PUPR no 12 

Tahun 2015; (3) Penentuan alternatif rehabilitasi 

lumbung air 

- Matriks Perbandingan Berpasangan 

Penilaian perbandingan dilakukan untuk setiap 

kriteria berdasarkan skala preferensi (1–9), di 

mana nilai 1 berarti sama penting, dan nilai 9 

berarti mutlak lebih penting. Matriks ini 

digunakan untuk menentukan bobot relatif antar 

kriteria. 

- Normalisasi dan Sintesis Prioritas 

Setelah matriks perbandingan berpasangan 

dibentuk, nilai-nilai dalam matriks dinormalisasi 

untuk menghitung bobot relatif. Bobot ini 

menunjukkan tingkat kontribusi masing-masing 

kriteria terhadap tujuan. 

- Pengujian Konsistensi 

Konsistensi penilaian dalam matriks diperiksa 

menggunakan Rasio Konsistensi (CR). Penilaian 
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dianggap konsisten jika CR ≤ 0,1. Jika tidak, perlu 

dilakukan revisi terhadap matriks perbandingan. 

- Penentuan Prioritas Akhir 

Bobot akhir dari setiap alternatif dihitung 

berdasarkan sintesis antara prioritas lokal (tingkat 

kriteria) dan prioritas global (tingkat alternatif). 

Hasilnya menunjukkan urutan prioritas 

rehabilitasi embung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan survei yang dilakukan, dengan 

meninjau langsung ke masing-masing lumbung air dan 

menggali informasi dari operator dan warga sekitar 

lumbung air. Hasil analisis data dengan menggunakan 

AHP dengan pengujian konsistensi menunjukkan nilai 

CR = 0,098. Kondisi ini menunjukkan bahwa data yang 

dianalisis adalah konsisten karena CR ≤ 0,1. Gambar 

berikut menunjukkan keutamaan/tingkat prioritas 

keenam komponen yang disyaratkan sesuai dengan 

Permen PUPR No 12 Tahun 2015. 

 

 
Gambar 6. Grafik tingkat keutamaan komponen 

penilaian kinerja lumbung air 

 

Hasil dari analisis yang dilakukan, yang tertuang 

di dalam Gambar 6, menunjukkan bahwa terdapat 

perubahan tingkat keutamaan masing-masing komponen 

hasil penilaian dengan yang disyaratkan sesuai dengan 

Permen PUPR No 12 Tahun 2015, sebagai berikut. 

- Perkumpulan Petani Pengguna Air Baku memiliki 

peranan tidak terlalu signifikan. Berdasarkan 

Permen PUPR No. 12 Tahun 2015 peranan dan 

keikutsertaan P3AB memiliki keutamaan 15%. 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, 

peranan P3AB tidak seberpengaruh itu. 

Keberadaan P3AB merupakan dampak dari 

ketersediaan air, kelengkapan infrastruktur air, 

dan pengelolaan yang baik. Maka tingkat urgensi 

komponen peranan P3AB hanya sebesar 3,62%. 

- Dokumentasi berupa gambar infrastruktur 

terbangun (as built drawing), pedoman operasi 

dan surat izin lingkungan serta legalitas yang ada 

memiliki peranan yang penting di dalam penilaian 

kinerja lumbung air. Adapun komponen yang 

paling utama adalah ketersediaan dokumen 

pedoman operasi sebagai panduan pelaksanaan 

kegiatan operasi lumbung air. Berdasarkan hasil 

analisis, keutamaan komponen dokumentasi 

adalah 4,82% berbeda tipis dibandingkan dengan 

standar yang tertuang di Permen PUPR No. 12 

taun 2015. 

- Organisasi personalia yang terdiri dari struktur 

organisasi, kecukupan personil, pemahaman 

personil terhadap pengelolaan lumbung air 

memiliki tingkat keutamaan dalam penilaian 

kinerja lumbung air sebesar 7,17%. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa pada ke-16 

lumbung air yang disurvei, kelancaran 

pemanfaatannya bergantung kepada operator dan 

pengurus organisasi yang ada. Operator dan 

organisasi pesonalia yang terlatih dan tangguh 

menyebabkan pemanfaatan dan pengelolaan 

lumbung air baik. Keutamaan komponen 

organisasi personalia hasil analisis sebesar 7,12% 

berbeda cukup besar dibandingkan dengan yang 

disyaratkan di dalam Permen PUPR No 12 Tahun 

2015. 

- Keberadaan prasarana pendukung berupa rumah 

jaga, jalan inspeksi, kantor operator memiliki 

keutamaan sebesar 10,42% berbada tipis apabila 

dibandingkan dengan yang disyaratkan dalam 

Permen PUPR No 12 Tahun 2015. Prasarana 

pendukung tentu akan memberikan pengaruh 

terhadap kelancaran kegiatan pengelolaan dan 

pemanfaatan lumbung air. 

- Pemenuhan kebutuhan air menjadi sangat penting 

di dalam pengelolaan dan kinerja lumbung air. 

Indikator utama keberhasilan suatu infrastruktur 

adalah kemampuannya memberi manfaat bagi 

masyarakat sekitar. Pada lumbung air ini, 

pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi sangat 

mutlak diperlukan. Berdasarkan hasil analisis 

keutamaan dalam penentuan kinerja lumbung air 

adalah sebesar 43,31% berbeda jauh jika 

dibandingkan dengan Permen PUPR No 12 Tahun 

2015 yang hanya memberi bobot keutamaan 15%. 

Ketersediaan infrastruktur yang lengkap tidak 

akan berarti apabila tidak ada masyarakat yang 

menerima manfaat. 

- Kondisi prasarana fisik tentu akan memengaruhi 

hal lainnya. Berdasarkan hasil analisis keutamaan 

dalam penentuan kinerja lumbung air adalah 

sebesar 30,71% berbeda jauh jika dibandingkan 

dengan Permen PUPR No 12 Tahun 2015 yang 

memberi bobot keutamaan 45%. Prasarana fisik 

akan terjaga secara otomatis apabila masyarakat 

menerima manfaat dari lumbung air tersebut. 

Pada beberapa kondisi, prasarana fisik yang 

kurang lengkap akan secara mandiri diupayakan 

oleh masyarakat sekitar, selama ketersediaan air 

mencukupi sehingga pemenuhan kebutuhan air 

bersih masyarakat optimal. 
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KESIMPULAN 

Penanganan dalam rangka peningkatan kinerja 

lumbung air perlu dilakukan, berdasarkan nilai kinerja 

lumbung air yang mencakup 6 komponen. Proporsi 

keutamaan masing-masing komponen tersebut perlu 

disesuaikan, supaya memperoleh hasil yang 

menggambarkan kondisi lumbung air seutuhnya, dengan 

mempertimbangkan kebermanfaatan lumbung air 

tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan di 

limbung air yang terdapat di Kabupaten Pati, komponen 

yang paling utama dan mendapatkan prioritas 

penanganan utama adalah pada pemenuhan kebutuhan air 

bersih. Ketersediaan air bersih mutlak harus dipastikan 

sehingga tujuan utama dari keberadaan lumbung air 

tercapai. Ketersediaan air bersih memiliki tingkat 

keutamaan sebesar 43,31% berbeda jauh dibandingkan 

dengan tingkat keutamaan yang disyaratkan di dalam 

Permen PUPR No 12 Tahun 2015. Komponen 

selanjutnya prasarana fisik dengan tingkat keutamaan 

30,71% dilanjutkan komponen prasarana pendukung 

sebesar 10,42%. Tiga komponen yang cenderung bersifat 

social, kurang memiliki keutamaan, yaitu organisasi 

personalia dengan keutamaan 7,21%; keberadaan 

dokumen dengan keutamaan 4,82% dan keikutsertaan 

P3AB sebesar 3,62%. 

Sebagai rekomendasi, perlu dilakukan 

penyesuaian pengutamaan komponen penilaian kinerja 

lumbung air, sehingga pengambilan keputusan dan tindak 

lanjut terdahap penanganan lumbung air dapat 

dilaksanakan tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat 

sekitar. 
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